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3. Nomor  : 2 

4. Halaman : 97-107 

5. Tahun Terbit : ISSN : 2579-5740 

6. Judul Jurnal  : DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT 

PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA 

7. Nama Penulis  : Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni  

 

B. ABSTRAK JURNAL 

 

1. Jumlah Paragraf : 1 Paragraf 

2. Halaman   : setengah halaman 

3. Ukuran Spasi   : 1.0 

4. Uraian Abstrak   : Abstrak disajikan dalam format bahasa inggris dan bahasa 

indonesia. Di dalam abstrak penulis menjelaskan bahwa keberadaan demokrasi sebagai 

wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum sangat penting bagi 

bangsa Indonesia sebagai Negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang 

memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh 

prinsip demokrasi. Pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 

5. Keywoard Jurnal : Demokrasi, Pancasila, Pemilihan Umum. 

 

C. PENDAHULUAN JURNAL 

Pancasila merupakan dasar negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan 

bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan negara, jika 

ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah negara terjadi karena adanya hubungan 

dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan 

tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran 

suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan bonum publicum. 

Negara yang berupaya untuk mewujudkan demokrasi yang dinginkan perlu adanya 

perkembangan dinamika pemilihan umum daerah di Indonesia, salah satu contoh bentuk 

demokrasi dalam konteks pilkada adalah adanya calon pemimpin yang bertarung secara 

independen dalam kata lain mengajukan pencalonan tanpa partai politik, akan tetapi 

pemilihan umum secara independen di Indonesia sangat sulit dan harus memenuhi 

ketentuan syarat yang sangat berat, sehingga memungkinkan bakal calon gugur. Demokrasi 

dalam sila keempat Pancasila perlu dikuatkan lagi dalam sistem pemilihan umum di 

Indonesia untuk menghindari konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi dan stigma 

bahwa peluang maju sebagai independen sangatlah sulit haruslah dihapuskan. Berdasarkan 

uraian tersebut maka masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. 

Nilai-Nilai Demokrasi Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di 



Indonesia. 2. Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai 

Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. 

D. HASIL PEMBAHASAN 

 

a. Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai dalam Pemilihan 

Umum Daerah di Indonesia 

Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam 

penyelengaraan negara. Salah satu landasan pokok sebagai cerminan penyelengaraan 

negara berupa pemilu terdapat pada sila keempat dalam Pancasila,yaitu nilai kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. 

Oleh karena itu, nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila merupakan bentuk dari 

Demokrasi. Penerapan nilai-nilai pancasila sila keempat untuk kehidupan demokrasi 

dalam pilkada di Indonesia dapat digunakan dengan mengutamakan musyawarah dan 

mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.  

Arti dan makna Sila ke-4 menurut Widodo (2015) sebagai berikut:  

a) Hakikat sila adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat.  

b) Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara 

bersama melalui jalan kebikjasanaan.  

c) Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga 

membawa konsekuensi kejujuran bersama.  

d) Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, 

memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas musyawarah 

untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat 

melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan 

kepentingan rakyat, bangsa dan negara. 

 

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan 

 

Pemilihan kepala daerah langsung diadopsi di dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pasal 

23 Ayat (1) dinyatakan, ”Kepala Daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang”. Penjelasanya ditegaskan bahwa “Kepala Daerah haruslah 

seorang yang dekat kepada dan dikenal oleh masyarakat daerah yang bersangkutan, 

dan karena itu Kepala Daerah haruslah seorang yang mendapat kepercayaan dari 

rakyat tersebut, dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan tersebut.” 

Menurut Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil setiap lima tahun sekali. 

Masalah yang terjadi di dalam pemilihan umum kepala daerah yang paling 

fundamental yaitu salah satunya kampanye. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun-2017 Pasal 28, “Media Sosial adalah kumpulan 

saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan 

berbagi konten berbasis komunitas.” Sosial media menjadi sarana baru untuk 

menyuarakan kampanye tetapi faktanya ujaran kebencian akibat pemilihan umum 

yang terjadi di sosial media menyebabkan kerusuhan yang sangat besar. Hal 



tersebut tidak mencerminkan nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat 

Pancasila sebagai sumber pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. 

 

2. Pemilukada Sebagai Perwujudan Demokrasi 

 

Menurut terminologi demokrasi merupakan kekuasaan oleh rakyat, ikut sertaan 

rakyat dalam pemerintahan hampir diterima oleh banyak negara di dunia, sistem 

pemerintahan ini sangat unggul dibanding pemerintahan yang lainnya.  

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan 

pemerintahan yang demokratis, salah harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu 

munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Masyarakat Indonesia 

secara luas memahami demokrasi sebagai bentuk pemilihan secara langsung untuk 

mengisi kekosongan jabatan pemerintahan dan politik. Oleh karena itu penerapan 

nilai demokrasi sila keempat Pancasila digunakan untuk mengurangi gesekan sosial 

yang terjadi akibat kampanye oleh partai politik. 

 

b. Pelaksanaan Demokrasi Sila Keempat Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pemilihan 

Umum Daerah di Indonesia 

 

Pemilihan umum daerah di Indonesia terlaksananya pemilihan umum daerah secara 

langsung merupakan amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1). Pilkada yang 

tidak sesuai baik berupa pelanggaran, kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, 

peserta pilkada, tim pendukung, maupun masyarakat dapat diberikan sanksi pidana 

yang telah di atur didalam Pasal 177 dan 178 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Partai politik masyarakat dapat menyalurkan proses demokrasi seperti apa yang 

diamanatkan dalam Pancasila dan Peraturan perundang-undangan yang ada. Namun 

dalam pelaksanaannya banyak partai politik yang tidak mencermikan dari nilai 

demokrasi sila keempat Pancasila tersebut. Dengan sistem penunjukan kepala daerah 

oleh ketua umum partai politik ini dapat menjadikan suatu permasalahan dimana 

melemahkan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Proses tersebut dapat juga 

sebagai celah nantinya adanya budaya “hutang budi” dari kepala daerah ke ketua partai 

politik. Sehingga dikhawatirkan setiap kebijakan kepala daerah itu nanti akan 

didasarkan pada kepentingan partai politik pengusungnya. Di Indonesia pelarangan 

partai politik yang tidak mencerminkan demokrasi Pancasila tidak ada sanksinya. Jika 

dibandingkan di negara lain ada suatu ketentuan apabila partai politik tidak 

mencerminkan nilai demokrasi maka partai politik tersebut harus dibubarkan. 

Partai-partai yang tidak demokrasi di Indonesia telah menujukan kediktatoran dalam 

hal internal politiknya, contohnya seperti pemimpin partai politik tidak pernah diganti, 

penunjukan kepala daerah oleh partai politik secara sepihak. Hal ini akan menyebabkan 

persoalan dalam konteks demokrasi sebagai salah satu pedoman dari Pancasila sila 

keempat. 

 

E. Kesimpulan 

 

Di kesimpulan penulis menguraikan kesimpulannya, berikut uraian kesimpulan penulis: 



Pemilihan kepada daerah secara langsung tidak mencerimkan sifat Pancasila sila keempat. 

Beragam konflik, dan muncul berbagai intepretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. 

Menginjak tahun politik berbagai macam hoax muncul untuk menjatuhkan pihak lawan, 

hal ini memicu disintegrasi bangsa. Sementara itu pengaturan mengenai pemilihan kepala 

daerah yang terdapat dalam Undang-Undang kurang jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu 

perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang sekiranya 

menimbulkan kekacauan dan disintegrasi bangsa. Pancasila sila keempat merupakan 

perwujudan demokrasi internasional harus memberikan perhatian karena perilaku 

demokrasi internal partai politik. Memang, tidak jelas bahwa larangan pihak memiliki efek 

pada praktek di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam 

menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang 

menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang 

bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. 

 

 

 

  


